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Abstrak 
 
Penelitian ini berkenaan dengan implementasi hukum waris dan pengajarannya 
pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana, yang berkaitan 
dengan perbandingan hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris 
Perdata. Pokok permasalahannya adalah bagaimana pemahaman hukum 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadap 
implementasi hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata dan 
bagaimana kecenderungan masyarakatnya terhadap implementasi hukum waris 
Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Serta bagaimana upaya 
memberi pemahaman (pengajaran) tentang hukum waris Adat, hukum waris Islam 
dan hukum waris Perdata pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten 
Bombana. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Hasil 
penelitian menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakatnya masih sangat 
rendah, baik pemahaman terhadap hukum waris Adat, hukum waris Islam dan 
hukum waris Perdata dan kecenderungan masyarakatnya adalah memilih hukum 
waris Islam karena dianggap sebagai petunjuk dan perintah agama yang diyakini 
memberi kemashlahatan dan keadilan ketimbang hukum Perdata. Serta 
menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam, dengan sistem 
pembagian 2 : 1 (laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian). Adapun 
sistem pengajaran hukum waris pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah 
Kabupaten Bombana adalah sistem penyuluhan, baik melalui sosialisasi, majelis 
ta’lim, maupun khutbah jum’at yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agama 
setempat.untuk itu sangat diharapkan dalam masyarakat Kecamatan Poleang 
Tengah Kabupaten Bombana sedapat mungkin memilih salah satu sistem hukum 
waris dengan menghindari pola yang tidak konsisten. 
 
Kata Kunci : Implementasi, Perbandingan, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum 
Perdata  
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Abstract 
 
This research regarding the implementation of inheritance laws and teachings on 
society Subdistrict Central Poleang Bombana, relating to comparison Customary 
inheritance law, Islamic law and inheritance law Civil. The subject matter is how 
the understanding of public law the District Central Poleang Bombana of the 
implementation of Customary inheritance law, Islamic law and inheritance law 
Civil and how the tendency of society towards the implementation of Customary 
inheritance law, Islamic law and inheritance law Civil. And how attempts to give 
an understanding (teaching) of the Customary inheritance law, Islamic law and 
inheritance law Civil society Bombana District of Central Poleang. By using 
descriptive qualitative research method, results showed that the level of 
understanding of society is still very low, a good understanding of the law of 
inheritance Indigenous, Islamic inheritance law and inheritance law Civil and 
tendency of people is to choose Islamic law because it is considered a hint and 
religious orders which are believed to give kemashlahatan and justice rather than 
civil law. As well as incorporating the Customary inheritance law and Islamic law, 
the system of the division of 2: 1 (males and females got 2 part 1 part). The 
teaching system of inheritance law on public Subdistrict Middle Poleang Bombana 
is the extension system, either through socialization, informal gatherings, as well as 
Friday sermons made by the government and religious leaders setempat.untuk it is 
desirable in society Subdistrict Central Poleang Bombana wherever possible 
choose one of the legal system of inheritance to avoid inconsistent pattern. 
 
Keywords: Implementation, Comparison, Customary Law, Islamic Law, Civil Law 
 
Pendahuluan 
Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, artinya masih berlaku 
beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni hukum waris 
Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
mengatur berbagai persoalan kewarisan tersebut. 
Hukum waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan 
keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta 
pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non-materiil) dari generasi yang 
satu kepada generasi berikutnya, c.q. ahli waris. Hukum waris adat yang berlaku di 
Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya masing-masing. Hal 
ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu 
dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta 
status harta yang akan diwariskan. 
Hukum waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang 
mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal 
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dunia”. Waris menutur Perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan 
hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta 
kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati 
beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam 
hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. 
Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab 
masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian 
seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus 
diperlakukan. Dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara 
peralihan/perpindahannya”. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan. 
Untuk dapat memahami dan mewujudkan kebutuhan hukum bagi masyarakat 
Indonesia di masa kini dan masa akan datang serta dalam rangka membangun 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, maka untuk penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-
konsepsi, asas-asas hukum sekaligus implementasi hukumnya.1 
Dasar pertimbangan yang diajukan yakni, ketiga sistem hukum yang ada 
tersebut adalah sumber terpenting dalam pembangunan hukum nasional. Kemudian 
sistem kewarisan dalam suatu negara adalam suatu masyarakat tertentu, 
mempunyai hubungan erat dengan sifat kekeluargaan dalam negara atau pada 
masyarakat tersebut. Sebagai sistem hukum, maka ketiga sistem tersebut di dalam 
wujudnya seperti sekarang ini tidak terlepas dari asas-asas dan implementasi 
hukum yang mendukungnya. Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang terdapat 
di dalam atau peraturan yang konkrit. Sebagai pikiran dasar kemudian terjelma di 
dalam peraturan yang konkrit, maka asas hukum pada hakikatnya selain memiliki 
landasan atau berakar pada nilai-nilai sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. 
Dan implementasi hukum adalah sesuatu hal yang menjadi harapan dan dambaan 
bagi setiap orang sebagai sebuah konsep nilai hukum bagi masyarakat. 
Diketahui bahwa asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di dalam 
atau di belakang dari setiap sistem hukum dan terjelma di dalam peraturan konkrit 
yang merupakan hukum positif. Sedangkan implementasi hukum keputusan dalam 
menjalankan peraturan konkrit yang juga merupakan hukum positif. 
Karena asas hukum bersifat umum dan abstrak, maka pada umumnya tidak 
dituangkan atau diterapkan langsung. Hanya saja dalam mencari asas-asas hukum 
dapat dicari pada sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit. Asas 
hukum dapat dijabarkan  di atas aturan-aturan pokok atau perubahan konkrit atau 
bahwa asas hukum dapat ditemukan dalam hukum positif, asas hukum itu hanya 
berlaku dalam hukum positif termasuk pula dalam hal implementasinya. Misalnya, 
asas hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah 
berasal dari cara pikir dan pandangan hidup yang berakar dalam kenyataan 
masyarakat bangsa Eropa yang memiliki gaya hidup materialistis dan 
                                               
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1 
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individualistis yang selanjutnya menjadi pedoman dalam hal bagaimanakah 
pelbagai hal dan kewajiban pewaris dan ahli waris di dalam peralihan harta 
kekayaan sebagai harta warisan. 
Demikian juga halnya hukum adat, dimana hukum kewarisannya berasal dari 
sifat dalam alam pikiran bangsa Indonesia yang sifat kekeluargaannya baik bersifat 
patrilineal, matrilineal, maupun parental atau bilateral. Dan bagi hukum 
kewarisan hukum Islam, meskipun yang sumbernya dari al-Qur’an dan al-Hadits, 
ternyata dalam implementasinya senantiasa memperhatikan keadaan dan 
perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut dilaksanakan. 
Meskipun ketiga sistem hukum di atas berbeda sumber, latar belakang dan 
asal-usul serta kondisi masyarakat yang mendukungnya, namun ketiga sistem 
hukum tersebut sama-sama mengakui bahwa kewarisan adalah hukum 
kekeluargaan. Dengan demikian pada gilirannya implementasi hukum kewarisan 
dari ketiga sistem hukum tersebut akan memperkuat dan membuat luwes sistem 
hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan (ius constituendum). 
Ketiga sistem hukum kewarisan tersebut berfungsi melengkapi dan membuat 
lebih luwes serta memberi dimensi etis kepada Hukum Kewarisan Nasional yang 
pada gilirannya berfungsi di dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan 
dalam hidup masyarakat. 
Terkait dengan pembelajaran hukum waris, bahwa hukum waris (ilmu fiqih 
mawaris) adalah termasuk salah satu dari materi pendidikan agama Islam di 
Madrasah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar 
Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, dimana di dalam 
peraturan tersebut ditetapkan bahwa ilmu fiqih mawaris menjadi materi 
pembelajaran fiqih pada kelas XI Madrasah Aliyah. Dengan demikian maka hukum 
waris (ilmu fiqih mawaris) merupakan bagian dari mata pelajaran fiqih di 
Madrasah Aliyah. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti secara langsung fenomena 
implementasi hukum waris khususnya pada masyarakat Kabupaten Bombana 
terkait dengan implementasi hukum waris dan pengajarannya dengan melihat pola 
dan kecenderungannya. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian 
kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah (natural setting), dan peneliti sebagai instrumen 
kunci.2 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data 
                                               
2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), Cet. IV, hlm. 
1 
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deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua yang 
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.3 
Peneliti kualitatif dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang 
diucapkan, dirasakan, dan dilakukan terhadap sumber data dan harus bersifat 
perspektif emic yaitu memperoleh data berdasarkan sebagaimana adanya yang 
terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data, bukan 
berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti.4 Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman hukum waris masyarakat dan kecenderungan-
kecenderungan mereka terhadap implementasi hukum waris Adat, hukum waris 
Islam, dan hukum waris Perdata. 
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Kecamatan Poleang Tengah berdiri pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan 
Rumbia Tengah, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Tontonunu, Kecamatan 
Poleang Tengah dan Kecamatan Mata Usu, tanggal 7 Mei 2007. Wilayah 
Kecamatan Poleang Tengah secara geografis  terletak antara 4˚ 22’ 59,4” - 4˚ 43’ 
43” Lintang Selatan, serta antara 121˚ 42’ 24” - 121˚ 6’ 27,9” Bujur Timur. Dengan 
luas batas administrasi sebagai berikut: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tontonunu 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Poleang Selatan 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan poleang 
 Kecamatan Poleang Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan 
Poleang yang telah mekar menjadi empat Kecamatan pemekaran, diantaranya 
adalah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Tontonunu dan 
Kecamatan Poleang Tengah. Kecamatan ini terdiri dari empat desa yakni Desa 
Mulaeno, Desa Paria, Desa Leboea,dan Desa Poleondro. Ibu Kota Kecamatan 
Poleang Tengah adalah Desa Mulaeno. Kecamatan Poleang Tengah dikepalai oleh 
Camat. Camat Poleang Tengah mendudukkan masing seorang Kepala Desa dalam 
membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sampai ke 
bawah. Secara terinci wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Poleang Tengah 
pada tahun 2013: 
1. Desa Mulaeno terdiri dari 4 dusun 
2. Desa Paria terdiri dari 4 dusun 
3. Desa Leboea terdiri dari 4 dusun 
4. Desa Poleondro terdiri dari 3 dusun 
                                               
3 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), Cet. XIII, hlm. 6 
4 Sugiyono, op. cit., hlm. 47 
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 Luas wilayah menurut Desa sangat beragam, Desa Leboea merupakan 
wilayah Desa yang paling luas yakni 15,41 Km². Kemudian menyusul Desa Paria 
dengan luas wilayah 13,72 Km², selanjutnya Desa Mulaeno dengan luas wilayah 
7,62 Km² dan Desa Poleondro dengan luas wilayah 4,94 Km². Persebaran 
penduduk Kecamatan Poleang Tengah terpusat di Desa Mulaeno berkisar 1.208 
jiwa, menyusul Desa Paria dengan jumlah penduduk 1.080 jiwa. Selanjutnya Desa 
Leboea dengan jumlah penduduk 843 jiwa dan menyusul Desa Poleondro dengan 
jumlah penduduk 617 jiwa. 
Pembahasan Hasil Penelitian 
 Fokus penelitian ini adalah mengkaji pemahaman dan kecenderungan 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana terhadap 
implementasi dan pengajaran hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum 
waris Perdata. Pembahasan mengenai hasil penelitian disajikan sebagai berikut: 
1. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Terhadap 
Implementasi Hukum Waris Adat, Islam dan Perdata 
Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah 
Kabupaten Bombana diperoleh bahwa tingkat pemahaman terhadap implementasi 
hukum waris terkait ketiga sistem hukum waris tersebut yakni hukum waris Adat, 
hukum waris Islam dan hukum waris Perdata terlihat masih sangat minim, 
dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak pernah membaca dan bahkan tidak 
pernah melihat produk hukum atau aturan hukum waris yang berlaku (baik hukum 
waris Adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata). Selain itu, sebagian 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah yang hanya sekedar mengetahui produk 
hukum waris tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga apabila ada 
masyarakat yang meninggal dunia, mereka merasa kesulitan dalam 
mengimplementasikan hukum waris. Di samping itu, karena sebagian masyarakat 
sangat sulit memahami hukum waris, karena begitu luas dan sangat beragam 
cakupan bahasannya. 
Kemudian di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah terhadap implementasi hukum waris disebabkan karena kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya hukum waris terhadap kelangsungan hidup 
masyarakat secara umum, terkhusus masyarakat Kecamatan Poleang Tengah juga 
masih sangat kurang. Seiring itu pula dengan pernyataan Camat Kecamatan 
Poleang Tengah, Drs. Alimuddin, (Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2014), bahwa 
terkait dengan pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Poleang Tengah 
terhadap Implementasi hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris 
Perdata adalah sampai saat ini masih banyak yang belum paham terhadap arti dan 
maksud hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, tetapi 
yang dipahami hanya sebatas bahwa apabila ada yang meninggal salah satu dari 
pewaris maka harta warisan dari yang meninggal harus dibagi. Tetapi ketika kita 
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bertanya hukum waris apa yang dipakai dan bagaimana aturannya, maka 
masyarakat tersebut tidak bisa menjawab.5 Salah satu sebabnya karena warga 
masyarakat tidak pernah membaca bahkan tidak pernah melihat aturan mengenai 
hukum waris tersebut (baik hukum waris Adat, hukum waris Islam atau hukum 
waris Perdata), sehingga bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui dan 
memahaminya apalagi menerapkannya.  
Kemudian menurut Arafah, ST., Sekretaris Camat, (Wawancara Tanggal 30 
Agustus 2014) bahwa salah satu kelemahan mengenai pemahaman hukum masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah adalah hampir tidak ada yang pernah membaca aturan 
terutama mengenai hukum waris, apakah hukum waris Adat, hukum waris Islam atau 
hukum waris Perdata, sehingga apabila ada yang meninggal merasa kesulitan dalam 
implementasinya karena hanya orang-orang tertentu saja yang paham, misalnya 
Imamnya saja.6 Seiring pula, menurut Nasir, warga masyarakat Desa Mulaeno 
(Wawancara Tanggal 31 Agustus 2014), bahwa pengamatan saya mengenai 
pemahaman masyarakat tentang implementasi hukum waris adalah menyamakan 
dengan aturan yang lain. Artinya dianggap tidak ada nilai tambah bagi dirinya, 
sehingga tidak mempunyai sama sekali kepentingan di dalam membacanya. Dan 
merasa belum ada kepentingan terhadap peraturan pada dirinya tersebut. 
Oleh karena itu salah satu ketidak pahaman warga masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah adalah tidak adanya sense of bilongin (rasa memiliki) tentang 
keberadaan hukum waris dari salah satu hukum yakni hukum waris Adat, hukum 
waris Islam atau hukum waris Perdata cukup mempengaruhi ketidak pahaman dan 
bahkan tidak pernah dibaca bagaimana seharusnya hukum waris itu, apa maksud 
dan tujuannya serta bagaimana implementasinya jika ada yang meninggal salah 
satu dari pewarisnya. Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa 
dipahaminya suatu produk hukum adalah disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat terhadap perlunya/adanya aturan, artinya apakah menyangkut 
kepentingan pada dirinya atau tidak. Sehingga, pada masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat terkait dengan 
apakah sudah membaca atau belum, dan apakah sulit dipahami. 
Hanya saja yang menjadi persoalan ketika kita membaca peraturan itu, 
apakah sulit dipahami atau tidak karena semua ini adalah sangat tergantung 
terhadap pemahaman masyarakat pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah. Ini 
membuktikan bahwa substansi Undang-undang dapat juga berpengaruh terhadap 
pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Poleang Tengah. Sehingga dengan 
demikian salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah memberi penjelasan 
terutama bagaimana pentingnya hukum waris dengan melakukan sosialisasi 
sekaligus penyuluhan ketiga sistem hukum waris itu tentang arti dan makna, mana 
cocok untuk diterapkan dalam kehidupannya. Menurut Samsu Alam, S.Sos, Kepala 
                                               
5 Wawancara, Camat Kecamatan Poleang Tengah, Drs. Alimuddin, Tanggal 30 Agustus 
2014 
 6 Wawancara, Arafah, ST, Sekretaris Camat Poleang Tengah Tanggal 30 Agustus 2014 
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Desa Paria (Wawancara, Tanggal 2 September 2014) bahwa terbukti selama 
adanya hukum waris sampai sekarang bagi pribadi saya masih merasa sulit 
terutama di dalam memahami pasal-pasal misalnya bagaimana perhitungan jika ada 
harta warisan yang mau dibagi secara adil kepada ahli waris. Sehingga saya selaku 
orang awam masih merasa sulit terutama dalam perhitungan dan lain-lain.7 
Kemudian menurut Arafah, ST, Sekretaris Camat (Wawancara, Tanggal 
30 Agustus 2014) bahwa kita saja dari pegawai Kecamatan hampir tidak ada yang 
tahu atau sulit memahami hukum waris, karena di samping sangat beragam juga 
terlalu luas cakupannya, apalagi bagi masyarakat secara umum.8 Dengan demikian 
bahwa salah satu kesulitan di dalam memahami peraturan hukum waris (baik 
hukum waris Adat, Islam atau Perdata) adalah karena tidak pernah dibaca sehingga 
merasa kesulitan di dalam memahaminya apalagi ketiga sistem hukum yang 
mengatur hal yang sama yakni tentang persoalan hukum waris. Di sisi lain, 
kemungkinan karena faktor materinya begitu beragam membuat warga masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah atau kemungkinan hukumnya berbelit-belit. Ini 
menunjukkan bahwa warga masyarakat Kecamatan Poleang Tengah pada 
umumnya tidak memahami disebabkan karena tidak pernah membaca aturan 
hukum waris, baik hukum waris Adat, hukum waris Islam maupun hukum waris 
Perdata, sehingga dalam membandingkannya juga pasti tidak akan pernah 
dilakukan apalagi bagaimana untuk memilih hukum apa yang baik atau yang sesuai 
dengan dirinya ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia. 
Dengan demikian, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan 
penjelasan hukum dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum sehingga 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah menyadari akan pentingnya hukum waris 
dalam kehidupannya. Termasuk pula bagaimana membandingkan di antara ketiga 
sistem hukum waris tersebut. Faktor lain yang kemungkinan turut mempengaruhi 
pemahaman masyarakat termasuk di dalam eksistensi implementasinya tentang 
pemahaman apakah masyarakat Kecamatan Poleang Tengah sudah menyadari 
pentingnya implementasi hukum waris terhadap ketiga sistem hukum waris, baik 
hukum waris Adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata. Karena 
pernyataan ini akan mengarahkan kita kepada substansi dari yang sesungguhnya 
terutama memahami keefektifan di dalam pelaksanaannya atau tidak. Ini 
menunjukkan bahwa perlu adanya suatu langkah konkrit terutama penyadaran 
masyarakat agar ketiga sistem hukum tersebut itu dipahami bagaimana tujuan dan 
pemanfaatannya, sehingga dikemudian hari tidak ditemukan lagi suatu masyarakat 
yang berselisih paham akibat tidak tahu menggunakan hukum waris apa, apabila 
terjadi suatu kematian. Hal ini, kemungkinan masyarakat tidak merasa atau belum 
berkepentingan terhadap hukum waris karena belum ada yang meninggal di dalam 
                                               
7 Wawancara, Samsu Alam, Kepala Desa Paria Tanggal 2 September 2014 
8 Wawancara, arafah, ST, Sekcam Poleang Tengah, Tanggal 30 Agustus 2014 
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keluarganya, sehingga tidak mau tahu hukum waris apa yang mengatur semua 
persoalan itu. 
 Menurut Jufri HS., warga Desa Poleondro (Wawancara, Tanggal 4 
September 2014) bahwa sebenarnya bukan berarti tidak mau menyadari akan 
pentingnya hukum waris atau tidak mau menyadari keberadaannya, akan tetapi kita 
diperhadapkan suatu tanggung jawab sebagai seorang suami apalagi seperti saya 
secara pribadi yang setiap hari sebagai kuli bangunan maka sudah barang tentu 
yang selalu kita pikir setiap hari adalah bagaimana mendapat pekerjaan lagi dan 
bagaimana menanggung keluarga saya, supaya kehidupan dapan bertahan untuk 
hari esok. Sehingga terus terang tidak ada waktu sedikitpun untuk bagaimana 
menyadari pentingnya implementasi hukum waris apalagi memahami dan memilih 
hukum waris apa yang saya gunakan jika ada yang mati hanya saja sesuai dengan 
kebiasaan pada orang tua dulu, maka itulah yang akan diberlakukan nanti.9 
 Kemudian menurut Ambotuo, warga Desa Poleondro (Wawancara, 
Tanggal 4 September 2014) mengatakan bahwa umumnya warga masyarakat tidak 
terlalu mengetahui secara keseluruhan bagaimana hukum waris apalagi membedakan 
sistem hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, bahkan ada 
yang tidak mengetahui sama sekali itu disebabkan karena penduduk Desa Poleondro 
sebagian besar tinggal di lereng bukit. Dan lebih banyak yang bukan pegawai negeri. 
Seperti saya pribadi yang bekerja sehari-hari sebagai petani dan terkadang perhi 
memancing di laut sudah barang tentu saya tidak pernah tahu apalagi bagaimana 
menyadari akan pentingnya hukum waris dipahami. Juga saya tidak mengetahui pula 
apakah masyarakat Desa Poleondro tahu aturan itu atau tidak. Dan bagi saya pribadi 
memang penting untuk diketahui tetapi belum ada kesempatan untuk mempelajari 
bagaimana pentingnya implementasi ketiga sistem hukum waris tersebut.10 Selain itu 
bahwa ternyata masyarakat yang tidak pernah mempelajari hukum waris, baik hukum 
waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata relatif tinggi. Sehingga salah 
satu langkah konkrit yang harus dilakukan adalah bagaimana mensosialisasikan 
pentingnya diketahui ketiga sistem hukum waris tersebut. 
Menurut Muslimin, warga Desa Leboea (Wawancara, Tanggal 6 
September 2014) bahwa sebenarnya keberadaan hukum waris sangat penting kita 
pelajari hanya saja kita belum pernah mempelajarinya apalagi melihatnya sehingga 
dalam memahaminya itu sudah pasti.11 Pernyataan ini menguatkan dari hasil 
responden bahwa masyarakat  Kecamatan Poleang Tengah tidak mengetahui atau 
memahaminya adalah salah satu akibat karena tidak pernah mempelajarinya. Ini 
menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat mengerti dan memahami arti dan 
pentingnya hukum waris, kalau masyarakat tidak pernah mempelajarinya. Artinya, 
dipelajari saja tidak cukup apalagi tidak pernah dipelajari. Selain karena faktor 
tersebut di atas, faktor lain yang sangat mempengaruhi tingkat pemahaman 
                                               
9 Wawancara, Jufri Hs., Warga Desa Poleondro, Tanggal 4 September  2014 
10 Wawancara, Ambotuo, Warga Desa Poleondro, Tanggal 4 September 2014 
11 Wawancara, Muslimin, warga Desa Leboea, Tanggal 6 September 2014 
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masyarakat Kecamatan Poleang Tengah terhadap hukum waris adalah pemerintah. 
Pemerintah mempunyai peran penting karena pemerintah adalah suatu lembaga 
yang mempunyai suatu otoritas kewenangan secara totalitas di dalam 
mensosialisasikan jalannya suatu aturan atau suatu hukum. Artinya sedapat 
mungkin bisa mensosialisasikan sampai kepada masyarakat lapisan bawah. 
Mengapa? karena efektif tidaknya suatu aturan sangat dipengaruhi jika masyarakat 
mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam aturan tersebut. 
Sehingga dengan demikian, sosialisasi terhadap hukum (hukum apa saja) 
jika sudah diundangkan dalam sebuah keputusan sangatlah penting. Terkesan 
selama ini pemerintah hanya melakukan sosialisasi hukum melalui media, baik 
media cetka maupun elektronik. padahal suatu teori yang paling efektif adalah 
dilakukan secara langsung di masyarakat dengan menjelaskan segala hal yang 
berhubungan bagaimana pentingnya suatu hukum itu. Dengan demikian 
masyarakat tidak mungkin pula paham persoalan bagaimana selanjutnya yakni 
untuk mengukur efektifnya suatu hukum khususnya hukum waris, baik hukum 
waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, karena semua itu ada 
kaitan yang erat yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan masyarakat itu 
sendiri. Jadi, tidak bisa dipisahkan antara pemerintah sebagai pihak yang 
diharapkan memberikan informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi.  
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu hukum ada 
korelasi dengan kurangnya sosialisasi mengenai eksistensi suatu hukum termasuk 
implementasi hukum waris. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi itu penting 
dilakukan dalam memberi pemahaman secara keseluruhan kepada masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah. Agar implementasi hukum waris itu efektif 
implementasinya maka selain juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. 
Masyarakat dapat memahami suatu produk hukum jika di dalam dirinya ada rasa 
keingin tahuan terhadap Undang-undang itu. Artinya tanpa masyarakat memiliki 
kesadaran hukum, hukum tidak bisa efektif implementasinya. 
 
2. Kecenderungan Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Terhadap 
Implementasi Hukum Waris Perbandingan Antara Hukum Waris Adat, 
Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata 
 Kecenderungan masyarakat Kecamatan Poleang Tengah dalam 
memilih dan mengimplementasikan ketiga sistem hukum waris, baik hukum waris 
Adat, hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata ini berdasarkan hasil 
penelitian tersebut di atas terlihat cenderung kepada hukum waris Islam dan hukum 
waris Adat. Hal ini disebabkan oleh karena seluruh penduduk masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah menganut agama Islam, sehingga wajar apabila 
pengaruhnya cukup tinggi. Menurut Arsyad, A.Ma, Kepala Desa Leboea 
(Wawancara, Tanggal 6 September 2014) bahwa pada umumnya hukum waris 
Islam yang dipakai karena alasannya di Desa Leboea penduduknya adalah 
semuanya umat Islam sehingga hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bisa 
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mendatangkan ibadah. Juga menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum 
waris Islam.12 
Kemudian menurut Drs. Rusman, Kepala Desa Mulaeno (Wawancara 
Tanggal 31 Agustus 2014) bahwa pada umumnya masyarakat berdasarkan hukum 
Islam, itu atrinya bahwa dalam menggunakan hukum dalam kehidupannya 
senantiasa berdasar pada hukum agama termasuk pula dalam memilih 
kecenderungannya pada hukum waris Islam. Namun dalam melakukan pembagian 
harta warisan masih banyak yang menggabungkan antara hukum waris Islam dan 
hukum waris Adat. Tetapi masih terpulang pula kepada masyarakat atau 
kesepakatan dari keluarga, artinya dari kesepakatan itu apakah mau menggunakan 
hukum waris Adat atau hukum waris Islam.13 Pandangan ini seiring dengan 
pendapat  H.A.R. Gibb dalam bukunya, The Modern Trends of Islam, mengatakan 
bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima 
otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Artinya kalau mereka telah menerima Islam 
sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.14 
Kecenderungan lain masyarakat Kecamatan Poleang Tengah dalam 
memilih implementasi hukum waris dalam kehidupannya adalah menggabungkan 
antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam. Kecenderungan ini hampir 
mendekati dari angka kecenderungan memilih hukum waris Islam. Artinya 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah cukup signifikan dalam memilih kedua 
sistem hukum waris. Menurut Arsyad, A.Ma, Kepala Desa Leboea (Wawancara 
Tanggal 6 September 2014) bahwa dalam pembagian harta warisan masih terbiasa 
bercampur dalam menggunakan hukum waris yakni masih ada masyarakat ditemui 
menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam.15 
Selain itu, menurut Drs. Alimuddin, Camat Kecamatan Poleang Tengah 
(Wawancara, Tanggal 30 Agustus 2014) bahwa ketika itu bisa diatur dengan secara 
kekeluargaan mengenai pembagian harta warisan maka diatur oleh hukum waris Adat, 
akan tetapi jika itu bermasalah maka diatur dengan hukum waris Islam. Artinya 
masyarakat terkadang masih menggabungkan kedua sistem hukum waris yakni masih 
hukum waris Adat dan hukum waris Islam.16 Dengan demikian, berdasarkan hasil 
penelitian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kecenderungan masyarakat 
Kecamatan poleang Tengah dalam mengimplementasikan hukum waris Islam adalah 
cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesadaran 
masyarakat dalam menjalankan hukum agamanya. Oleh karena itu, hukum bisa efektif 
                                               
12 Wawancara, Arsyad, A.Ma, Kepala Desa Leboea, Tanggal 6 September 2014 
13 Wawancara, Drs. Rusman, Kepala Desa Mulaeno, Tanggal 31 Agustus 2014 
14 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1991), Cet. I, hlm. 24 
15 Wawancara, Arsyad, A.Ma, Kepala Desa Leboea, Tanggal 6 September 2014 
16 Wawancara, Drs. Alimuddin, Camat Kecamatan Poleang Tengah, Tanggal 30 Agustus 
2014 
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penerapannya bilamana produk hukum itu sesuai dengan jiwa masyarakatnya atau 
disebut living law. Atau karena ketundukan semata-mata karena Allah.  
Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang menyatakan sesuai dengan 
petunjuk dan perintah  agama yang paling dominan. Sehingga terkorelasi bahwa 
masyarakat Kecamatan Poleang Tengah mempunyai kecenderungan memilih 
hukum waris Islam dan menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum 
waris Islam disebabkan karena semata-mata sesuai dengan petunjuk dan perintah 
agama. Selain itu, meyakini bahwa di samping suatu aturan yang harus diikuti juga 
dimaknai sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa 
kecenderungan bisa terlahir dan alasan bisa muncul jika itu sesuai dengan jiwa 
suatu masyarakat sendiri di dalam menerima maupun menolaknya terhadap 
implementasi suatu aturan, terkhusus kecenderungan menggunakan hukum waris 
apa, apakah itu dianggap efektif atau tidak, apakah itu penting atau tidak, artinya 
selalu terkait dengan kepentingan pada masyarakat itu sendiri. Lanjut hemat 
penulis, bahwa kalau ada hukum yang bisa memberikan kemaslahatan di dunia 
maupun di jaminan bagi kebahagiaan di akhirat, mengapa kita harus memilih suatu 
hukum selain dari hukum Islam. karena hukum Islam merupakan suatu hukum 
yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya yang memberi jaminan keadilan dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. 
Menurut Drs. Alimuddin, Camat Kecamatan Poleang Tengah (Wawancara 
Tanggal 30 Agustus 2014) bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat termasuk saya 
pribadi bahwa pembagian harta warisan itu dilakukan setelah orang tua meninggal 
dunia, meskipun ada orang tua yang membagikan harta kepada anak atau keturunan 
sebelum ia meninggal dunia, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai pembagian 
harta warisan karena dia belum meninggal dunia.17 Menurut H. Sundusing, Imam Desa 
Mulaeno (Wawancara, Tanggal 31 Agustus 2014) bahwa sejak nenek moyang saya, 
begitu pula masyarakat Desa Desa Mulaeno pembagian harta warisan hanya dapat 
dilakukan setelah yang mempunyai harta warisan meninggal dunia.18 Hal tersebut 
sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa alasan masyarakat Kecamatan Poleang 
Tengah memilih hukum waris Islam adalah karena sesuai dengan petunjuk dan 
perintah agama yang dipahami dari isyarat al-Qur’an yang mengatakan bahwa bagian 
anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.  
Menurut H. Hasanuddin Imam Desa Leboea mengatakan bahwa dahulu 
kala leluhur saya ketika membagi harta warisan dibagi dengan 2 : 1 (laki-laki 
mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian), begitu pula masyarakat Desa 
Mulaeno, meskipun ada yang membagi dengan tergantung kesepakatan dan sesuai 
dengan tanggung jawab.19 Demikian pula menurut Muh. Ali Imam Desa Paria 
mengatakan bahwa sampai hari ini saya selaku Imam Desa, begitu pula umumnya 
                                               
17 Wawancara, Drs. Alimuddin, Camat Kecamatan Poleang, Tanggal 30 Agustus 2014 
18 Wawancara, H. Sundusing, Imam Desa Mulaeno, Tanggal 31 Agustus 2014 
19 Wawancara, H. Hasanuddin, Imam Desa Leboea Tanggal 6 September 2014 
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masyarakat Desa Paria ketika ada keluarganya yang meninggal, hartanya dibagi 
dengan perbandingan 2 : 1 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian).20 
 
3. Upaya Memberikan Pemahaman atau Sistem Pengajaran Hukum Waris 
pada Masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 
 Terkait dengan pengajaran hukum waris pada masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah Kabupaten Bombana sebagaimana telah dikemukakan pada 
pembahasan sebelumnya bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum 
waris sangat minim, dikarenakan sebagian besar dari mereka belum pernah 
mempelajari hukum waris. Upaya selanjutnya untuk memberi pemahaman hukum 
waris kepada masyarakat adalah dengan mensosialisasikan hukum waris tersebut 
melalui kegiatan penyuluhan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada 
dasarnya proses pembelajaran/pengajaran hukum waris pada masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah telah berjalan, yang pelaksanaannya melalui 
penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agama setempat.  
Hal ini sesuai dengan penjelasan Drs. Alimuddin Camat Poleang Tengah 
yang mengatakan bahwa hampir setiap tahun ada tim penyuluh agama dari tingkat 
Kabupaten Kecamatan memberikan penyuluhan agama secara umum, dan tidak 
jarang di antara mereka ada yang menyinggung masalah hukum waris, hanya 
masalahnya karena masyarakat belum paham akan arti pentingnya hukum waris, 
sehingga kalau ada tim, meskipun masyarakat diundang, tetapi yang datang hanya 
beberapa orang saja.21  Sejalan dengan itu  Muh. Ali Imam Desa Paria mengatakan 
bahwa di antara penceramah atau khatib di Kecamatan Poleang Tengah, yang 
sering membahas masalah warisan dalam ceramah atau khutbahnya adalah ustadz 
Muhammadong, S.Ag., dan ustadz H. Hasan.22 
Demikian pula H. Sundusing mengatakan bahwa saya selaku Imam Desa, 
kalau saya ada di tempat, saya selalu mengikuti pengajian majelis ta’lim, apalagi 
kalau penceramahnya ustadz Muhammadong, S.Ag. karena beliau selalu 
menyinggung masalah warisan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, 
terutama kalau ada orang yang meninggal.23 Selain itu Drs. Rusman mengatakan 
bahwa kepada pengurus majelis ta’lim Desa Mulaeno, kalau mau ambil 
penceramah janganlah sembarangan, tetapi carilah penceramah yang memahami 
masalah hukum, termasuk hukum waris, namun kalau tidak mau repot kan ustadz 
kita di sini banyak, ada ustadz H. Safaruddin, ustadz Muhammadong, S.Ag., ustadz 
H. Hasan dan lain lain.24  Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
upaya memberi pemahaman (sistem pengajaran hukum waris) pada masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana yaitu dengan melalui beberapa 
                                               
20 Wawancara, Muh. Ali, Imam Desa Paria Tanggal 2 September 2014 
21 Wawancara Drs. Alimuddin, Camat Poleang Tengah, Tanggal 22 Februari 2015 
22 Wawancara, Muh. Ali, Imam Desa Paria, Tanggal 22 Februari 2015 
23 Wawancara, H. Sundusing, Imam Desa Mulaeno, Tanggal 22 Februari 2015 
24 Wawancara, Drs. Rusman, Kepala Desa Mulaeno, Tanggal 22 Februari 2015 
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cara, yakni sosialisasi, majelis ta’lim dan khutbah jum’at yang dilakukan oleh 
pemerintah dan tokoh agama setempat. 
 
Penutup 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan ini, 
maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana 
terhadap implementasi hukum waris baik hukum waris Adat, hukum waris Islam 
maupun hukum waris Perdata adalah tingkat pemahamannya masih rendah 
disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum pernah membaca 
sekaligus mempelajari ketiga sistem hukum tersebut, sehingga berpengaruh pada 
tingkat pengetahuan dan pemehaman mereka. 
2. Kecenderungan masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana dalam 
implementasi hukum waris, baik hukum waris Adat, hukum waris Islam maupun 
hukum waris Perdata adalah lebih cenderung memilih hukum Islam dan 
menggabungkan antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam karena dianggap 
sebagai suatu hukum yang mengandung petunjuk dan perintah agama, serta diyakini 
dapat memberi kemaslahatan dan keadilan ketimbang hukum waris Perdata. 
3. Upaya memberi pemahaman atau sistem pendidikan/pengajaran hukum waris 
pada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana adalah 
sistem pendidikan non formal atau sistem penyuluhan baik melalui sosialisasi, 
majelis ta’lim dan khutbah jum’at yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh 
agama setempat. 
 
Rekomendasi 
1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa semakin aktif masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah mempelajari ketiga sistem hukum waris (hukum waris Adat, 
hukum waris Islam maupun hukum waris Perdata) juga apabila pemerintah aktif 
mensosialisasikan sekaligus melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat 
Kecamatan Poleang Tengah terhadap implementasi hukum waris (hukum waris 
Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata) semakin diketahui. Dengan 
demikian, diharapkan bagi masyarakat dan pemerintah melakukan langkah 
konkrit supaya ketidak pahaman hukum masyarakat Kecamatan Poleang Tengah 
Kabupaten Bombana terhadap implementasi ketiga sistem hukum waris tersebut 
dapat ditekan. 
2. Semakin dipahami perbedaan ketiga sistem hukum waris, baik hukum waris 
Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata maka semakin mudah untuk 
menentukan sikap, dasar dan pola dalam menentukan kecenderungannya 
memilih suatu hukum (chois of law) untuk diimplementasikan. Sehigga 
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diiharapkan kepada masyarakat Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten 
Bombana sedapat mungkin memilih salah satu sistem hukum waris dengan 
menghindari pola yang tidak konsisten. 
3. Kepada pemerintah khususnya instansi terkait, diharapkan kiranya ke depan 
sosialisasi tentang hukum waris ini, khususnya hukum waris Islam, Adat dan 
Perdata semakin ditingkatkan. Dan kepada seluruh masyarakat Kecamatan 
Poleang Tengah Kabupaten Bombana diharapkan aktif mengikutinya, sehingga 
masyarakat semakin memahami pentingnya hukum waris dalam kehidupan dan 
akan lebih mudah mengimplementasikannya. 
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